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BAB I 

HUBUNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 

DENGAN PASAL-PASAL K UHP 

A. Pendahuluan 

S etiap manusia yang hidup di dunia yang mempunyai akal budi normal, 

sudah pasti menerima kenyataan yang tidak dapat disangkal siapapun juga, yaitu 

bahwa manusia sejak dia dilahirkan sampai pada ajalnya selalu hidup bersama-

sama dengan manusia yang lain atau dengan perkataan lain manusia berkembang 

dan maju tidak terpisahkan dari pengaruh manusia lain. 

Kemudian, Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hokum dan 

bukan berdasarkan atau bersifat kekuasaan belaka 

S emenjak Indonesia merdeka, pemerintah terus berusaha untuk 

menciptakan kondisi-kondisi yang bias membawa bangsa Indonesia ke dalam cita-

cita kemerdekaan yaitu masyarakat adil dan makmur baik materil maupun 

spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang D asar 1945. Salah satu dari 

program pemerintah adalah untuk menciptakan kesadaran hokum bagi bangsa 

I 
Indonesia, Pemerintah telah berusaha untuk mengganti segala peninggalan-

peninggalan colonial yang tidak seduai dengan alam kepribadian kita, 

menciptakan sesuatu yang baru atau merubah yang lama dengan menyesuaokan 

kepada kepribadian bangsa Indonesia 

KUHPidana yang dikapai di Indonesia sekarang ini adalah KUHPidana 

berdasarkan Undang-Undang Nor,1or 1 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 

tahun 1959, serta beberapa perubahan dan penambahannya. Sal ah satu dari pasal 
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yang ingin disempumakan pengertiannya adalah Pasal 209, 418, 419 KUHPidana 

dalam hal kejahatan suap. 

Demikianlah pada tanggal 27 Oktober 1980, pemerintah mensyahkan 

Undang-Undang yang mengatur tersendiri tentang suap yaitu Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 1980. Adapun alas an pemefintah untuk membuat undang­

undang ini adalah karena seringnya kasus suap terjadi terutama di kalangan 

olahraga sepak bola di Negara kita yang tidak terjoogkau oleh pasal-pasal dalam 

KUHPidana. 

Masalah suap di Negara manapun mungkin saja ada akan tetapi penulis 

akan membicarakan secara khusus masalah suap di Indonesia ditirtjau dari 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980. 

S atu dari berbagai masalah yang ingin penulis ketengahkan dalam tulisan 

ini adalah masalah suap, apakah dengan keluamya Undang-Undang Nomor 11 

. tahun 1980 kejahatan-kejahatan tentang suap dapat dicegah meluasnya, suap itu 

merupakan gejala soci"'· yang par.a masa ini merupakan permasalahan yang urgen. 

Di samping itu dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 

m1 memberi kepastian hokum bahwa kecuali KUHP berlaku Undang-Undang 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 KUHP, yaitu Undang-Undang uang 

dibuan dalam KUHP. 

B. Pengerth.n Umum Suap di Dalam K UHPidana 

Untuk membahas suatu mas<'ilr''.1 · maka pertama sekali kita harus 

mengetahui arti dari apa yang kita bahas, sesuai dengan judul karya ilmiah ini 
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·� 

yautu masalah suap maka di sini penulis membahas pengertian-pengertian dari 

suap. 

Istilah suap pada umumnya sudah diketahui oleh masyarakat dalam bahasa 

sehari-hari menyuap bearti memberi hak/kev.renangan seseorang pegawai negeri 

-
dengan suatu tujuan agar penerima melakukan suatu yang bertentangan dengan 

hak kewenangannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa suap dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana diatur dalam buku ke-2, BAB VIII yang berjudul 

kejahatan terhadap kekuasaan umum, yaitu Pasal 209 dan Pasal 210 dan juga pada 

Bab XXVIII, kejahatan yang dilakukan dalam jabatanm Pasal 418, 419 dan Pasal 

KUHPidana. 

Kejahatan menyuap atau "omkooping" dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu: 

1. Aktiva Ornkooping 

2. Passiva Ornkooping 

a.. Aktiva Omkoopiug 

Suap aktiva ornkooping diancam hukuman dalam Pasal 209 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana adalah: 

1. Barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai 
negeri dengan maksud hendak membujuk dia supaya dalam 
pekerjaannya ia berbuat atau mengalpakannya sesuatu apa yang 
bertentangan dengan kewajibannya 

2. Barangsiapa memberi hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab 
atau berhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau 
mengalpakMnya sesuatu apa dalam mengalpakan pekerjaannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya1 

1 R. Soesilo, Loe.cit, ha!. 165 
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Menyuap atau menyogok dapat diartikan memberi hadiah atau janji harus 

merupakan perbuatan secara fisik yang juga harus diterima, di mana tidak perlu 

dipersoalkan pemberian itu apakah berupa barang atau dapat dinyatakan bahwa 

dengan tidak diterimanya pemberian itu bukan menolak pemberian itu terjadi. 

Kalau kita lihat dari hal tersebut, maka yang mef!jadi motif perbuatan suap yaitu 

mempunyai maksud tertentu. 

Pemberian hadiah atau janji itu membujuk supaya pegawai negeri dalam 

pekerjaannya melakukan perbuatan atau mengalpakan akan sesuatu yang 

bertentangan dengan kewajibannya. 

Misalnya : seorang yang berbuat kejahatan atau pelanggaran memberi hadiah 

(uang atau barang) atau perjanjian (berupa apapun juga) kepada seorang agen 

polisi dengan maksud membujuk supaya jangan dibuat proses perbal 

(bertentangan dngan kewajiban agen polisi) maka hal ini dapat dihukum menusurt 

sub 1 Pasal KUHP. 

Menurut sub 2 Pasal 209 KUHP mah pember;an hadiah hams dilakukan 

oleh sebab pegawai negeri tersebut telah berbuat sesuatu yang bertentangan 

dengan kewajibannya dalam pekerjaannya 

Misalnya : seorang yang telah berbuat sesuatu pelanggaran, ditangkap oleh agen 

polisi, setalah ternyata agen polisi tersebut tidak membuat proses perbal 

terhadapnya, ia akan memberi hadiah kepadanya. 
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b. Suapan Pasif 

D iancam hukuman dalam Pasal 419 yang berbunyi : dengan hukuman 

penjara selamanya-lamanya 5 (lima) tahun, dihukum pegawai negeri : 

1. Y ang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa 

pemberian atau perjanjian itu diberikan kepafltanya untuk membujuknya suap 

dalam jabatannya melakukan atau pengalpaan sesuatu apa yang berlawanan 

dengan kewaj ibannya 

2. Y ang menerima pemberian, sedangkan diketahuinya bahwa pemberian itu 

diberikan kepadanya oleh karena atau ia berhubungan dengan aapa yang telah 

dilakukan atau dialpakan dalam j abatannya yang berlawanan dengan 

kewaj ibannya 

Menurut redkasi dari Pasal 419 KUHP di mana pegawai negeri itu telah 

menerima suapan berhubung melakukan perbuatan yang berlawanan dengan 

ke·waj i ban j abatannya 

Misalnya : seorang agen polisi yang telah menangkar ·seorang ·nelanggar suatu 

peristiwa pidana, di mana si agen polisi tersebut tidak membuat proses perbal 

(tidak melanj utkan perkaranya tersebut), karena sudah menerima suap dari si 

tersangka. 

D ari pengertian pasal-pasal tersebut di atas yang akan menjadi titik sentral 

dalam persoalan penyuapan ialah orang yang menerima suap an atau pemberian 

adalah seseorang "pegawai negeri" j ika bulcan pegawai negen ia tidak dapat 

dihukum. 
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Selanjutnya rnenawarkan sesuatu yang durnaksudkan untuk hadiah, tetapi 

belum ada di tangan untuk siapa barang itu dimaksudkan dapat dinyatakan sebagai 

pemberian hadiah terlaksana, apabila barang sudah ada di tangan orang yang 

diberi hadiah itu. Hadiah itu adalah barang yang harus diberikan. Apabila barang 

itu belurn ada di tangan orang dimaksudkan, 4rnaka belurn terjadi pemberian 

hadiah, hal rnana hanya dikatakan sebagai hendak memberi hadiah. 

S uatu perbuatan pernberian hadiah sudah terj adi dengan rnelakukan 

pemyataan akan rnemberi, sedangkan pelaksanaan pemberiannya dilakukan di 

kemudian hari. 

Misalnya : seseorang akan ditangkap, rnenyatakan dengan menunjukkan uang 

kepada petugas polisi "lepaskan saya dan uang iru untuk anda" 

perkataan/perbuatan itu juga merupakan perbuatan pernberian janji. 

Penerimaan "hadiah/penyuapan" terdakwa dapat dianggap telah menerima 
"sesuatu pernberian" sekalipun diterirnakan kepada (yang menerimanya 
adalah) istrinya, apabila terdakwa tahu/dapat menduga, bahwa "pemberian" 
itu sebenarnya ditujukan kepadanya karena sesuatu "pamrih" tertentu, 
sedang antara si pemberi dengan istri terdakwa tidak ada ::sangkut paut" 
apapun (PN Bandung, tanggal 29 Oktober 1970 Nomor 3 l l 970/Pid)2 

C. Pengertian Suap di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 

Pengertian suap di dalam Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 1980 dapat 

kita jumpai dalam Pasal 2 yang berbunyi sebaga1 berikut: 

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan 
maksud untuk membujuk supaya orang itu be::-buat sesuatu atau tidak 
berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau 
kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidanakan karena 

2 Jurisprudensi Jawa Baral Tahun 1996 - 1972, Lembaga Penelitian Hukum dan 
Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung, Pebruari, 1 974, ha!. 1 8  
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memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan 
denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)3 

Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang 

Tindak Pidana Suap memberikan pengertian penerimaan suap sebagai berikut: 

Barangsoapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau 
patut dapat menduga bahwa pemberian �esuatu atau janji dimaksudkan 
supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang 
berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut 
kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan puidana penjara 
selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau dengan sebanyak-banyaknya 
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)4 

Yang dimaksud dengan "sesuatu atau janji" tidak selalu berupa uang atau 

barang sedang maksud dari pemberian itu supaya ia berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu, misalnya dalam suatu pertandingan sepak bola sudah menjadi 

tugas atau kewajiban pemain untuk berusaha bermain dengan sebaik-baiknya 

supaya bias menang. 

Akan tetapi lantaran sudah menenma suap, maka dengan maksud 

pemberian suap tersebut mereka tidak akan bermain lagi dengan sesungguhnya 

karena dia harus menuruti apa ang menjadi keinginan pemberi suap, yaitu dengan 

mengalahkan kepada pihak lawan atau mengatur skor di dalam pertandingan. 

D. Latar Belakang Timbulnya undang-Undang Nomor 11 Tahun1980 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa menurut Undang-Undang Dasar 

1945 pembentukan undang-undang dilakukan oleh Presiden bersarna-sama atau 

3 Prof. H. Oemar Senoadji, SH, Henzilning Ganti Rugi Suap Perkemhangan Delik, 
Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984, cetakan ke-2 hal 253 - 254 

4 Ibid, ha!. 255 
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dengan persetujuan Dewan perwak:ilan Rakyat. Hal ini dapat diketahui dari 

ketentuan Pasal 5 ayat (l) jo Pasal 20 ayat (1 ). 

Pasal 5 ayat (1) tiap-tipa undang-undang menghendaki persetujuan Dewan 

perwakilan Rakyat. 

Proses pembentukan undang-undang d�ulai dengan mempersiapkan 
Rancangan Undang-Undang. Suatu Rancangan Undang-Undang itu <lapat 
berasal dari pihak: pemerintah ataupun dari Dewan perwakilan Rakyat. Hal 
ini dapat disimpulkan dari Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1 )5 

Pasal 20 ayat (2) jika suatu Rancangan Undang-Undang tidak: mendapat 

persetujuan Dewan perwakilan Rakyat maka rancangan tadi tidak boleh 

dimajukan lagi dalam persidangan Dewan perwakilan Rakyat masa ini. 

Pasal 21 ayat 91) anggota-anggota Dewan Perwak:ilan Rakyat berhak 

mengajukan Rancangan Undang-Undang. 

Dalam suatu undang-undang atau perundangan lainnya pada bahagian 
considernasnya terdiri dari : menimbang, mengingat dan memutuskan. Pada 
bagian menimbang inilah tercantum alaan atau fakta-fakta yang mendorong, 
menggerekkan serta mengarahkan pembentuk undang-undang ini6 

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980: 

Terciptanya undang-undang itu bermula dari adanya peristiwa penyuapan di 
kalangan olahraga terutama sepak bola yang ramai dibicarak:an masyarak:at7 

Pada waktu itu timbul pertanyaan apakah perbuatan suap menyuap di 

kalangan olah raga itu dapat dihukum atau tidak:. 

Berdasarkan peraturan hokum yang ada perbuatan tersebut tidaklah dapat 

digolongkan dalam pengertian tindak pidana baik yang diatur dalam KUHPidana 

5 Soehino, SH, Hukum Tata Negara, Teknik Peru11da11g-U11da11gan, Penerbit Liberty, 
Yogyakarta, Cetakan II, 1984, hal. 59 

6 Ibid, haL 56 
7 Majalah Tempo No. XIV, 7 April 1984, haL 67 
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maupun undang-undang tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1971). 

Sehubungan dengan itulah, karena perbuatan suap menyuap dirasakan 

(baik di kalangan olahraga maupun yang lain) merupakan perbuatan yang tercela, 

perlu dinyatakan dengan suatu peraturan bahwc:f'perbuatan itu adalah perbuatan 

yang dapat dihukum, atau merupakan tindak pidana, maka pada tanggal 21 

Pebruari 1980 pemerintah yang dalam jhal ini Menteri Kehakiman mengajukan 

RUU tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHPidana 

(Pasal 4 dan Pasal 303) bertalian perbuatan suap menyuap dalam bidang olahraga 

Sebagaimana lazimnya Negara kita ini bahwa apabila suatu RUU yang 

diajukan oleh pemerintah hams disyahkan/disetujui terlebih dahulu oleh DPR 

barulah RUU tersebut menjadi UU yang dapat dijalankan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak p[idana suap, yang 

kemudian ditetapkan, didahului dengan Rancangan Undang-Undang tersebut 

diajukan oleh pemerintah dalam keterangannya, sedangkan terhadapnya 

(keterangan pemerintah) diadakan pemandangan umum oleh fraksi-fraksi dalam 

rapat kornisi di Dewan perwakilan Rakyat.8 

Pemandangan ini diikuti oleh jawaban pemerintah yang menanggap1 

keterangan-keterangan dalam pemanadangan umum, yang akhirnya merubah sifat 

dari Rancangan Undang-Undang tersebut sebagai perubahan/tambahan dari 

8 Soehino, SH, op.cit, hal. 70 
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. , 

KUHPidana (Pasal 4 dan Pasal 303) menjadi suatu undang-undang tersendiri di 

luar KUHPidana. 9 

Undang-undang mengenai tindak pidana suap ini disyahkan dan mulai 

berlaku sejak tanggal 27 Oktober 1980 dan dengan dernikian bertambahlah satu 

lagi tindak pidana yang diatur di luar KUHPidarfa sesuai dengan bunyi Pasal 1 : 

"yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah 

tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah 

ada" . 

Judl dari undang-undang itu adalah tentang tindak pidana suap, akan tetapi 

tidak merumuskan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan 

suap itu sendiri, melainkan hanya mengatur mengenai perbuatan yang dapat 

dipidana karena penyuapan sesuai dengan bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 undang-

undanf g itu. 

Dernikian undang-undang itu dilahirkan dengan latar belakang 

terbentuknya dikarenakan makin banyaknya kasus suap menyuap terjadi 

khususnya dalam olahraga sepak bola. 

E. Persamaan dan Perbedaannya 

Setelah penulis menguraikan secara panjang lebar tentang pengertian suap, 

baik ditinjau dari sudut KUHPidana, maupun dari sudut Undang-Undang Nomor 

1 1  Tahun 1980 maka tampaklah pada kita adanya persamaan diantara kedua 

perundang-undangan itu di samping perbedaan-perbedaannya 

9 Prof Oemar Seno Adj i, SH, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Penerbit 
Erlangga, Jakarta, 1979, hat. 200 
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Untuk itu penulis akan mencoba mencari persamaan dan perbedaan kedua 

perundang-undangan itu dan terlebih dahulu dicari persamaannya, selanjutnya 

perbedaannya. 

Di dalam KUHPidana 

Pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana suap ini adalah Pasal 

209, 418, 419 : yang pada pokoknya mengatur hukuman yaitu : 

1. Penyuapan aktif (aktieve omkoping) yaitu orang yang memberi suap atau 

penyuap, yang diatur dalam Pasal 209 KUHPidana 

2. Penyuapan pasif (passieve omkoping) yaitu orang yang menerima suap atau 

tersuap, yang di dalam KUHP memberi batasan bahwa pegawai itu harus 

pegawai negeri ( diatur dalam Pasal 418 dan Pasal 419 KUHPidana) 

Diantara kedua pasal tersebvut di aats lebih banyak mengandung 

perbedaan daripada persamaannya, baik dari segi hukuman yang diancamkan 

maupun unsure/elemen yang terkandung di dalarnnya. Persamaannya hanyalah 

terdapat di dalam ancaman hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman mengenai 

hal "penyuapan aktif' dan "penyuapan pasif' yang masing-masing diatur dalam 

Pasal (2) dan Pasal 2 dan Pasal (3). 

Diantara kedua pasal yang tersebut di atas masih mengandung perbedaan­

perbedaan di samping persamaan-persamaan yaitu dalam hal ancaman 

hukumannya. Dalam Pasal (2) yaitu penyuapan aktif, orang yang menyuap 

tersebut ancaman hukumannya lebih berat yaitu penjara selama-lamanya 5 (lima) 
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tahllil, sedangkan dalam Pasal (3) yaitu penyuapan pasif, ·ancaman hukumannya 

selama-lamanya 3 (tiga) tahun. 

Persamaannya adalah terdapat pada jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu 

sama-sama jenis hukuman penjara dan juga ancaman hukuman dendanya serupa 

""' 
yaitu denda sebesar-besarnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). 

Setelah penulis mencoba mencari persamaan dan perbedaan secara khusus 

diantara masing-masing undang-undang yang mengatur suap yaitu KUHPidana 

Pasal 209, 418 dan 419 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, 

selaajutnya penulis akan menguraikan secara umum perbedanaan dan persamaan 

diantara kedua perundang-undangan tersebut : 

1. Persamaannya 

a Baik ketentuan suap yang diatur di dalam pasal-pasal KUHPidana, 

maupun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 menganut 

penyuapan ai'tif dan penyuapan pasif 

b. Juga ancaman huln1man yang dijatuhkan adalah sama-sama hukuman 

penjarta walaupun lamanya berbeda 

2. Pl)rbedaan 

a Ketentuan suap yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1980 adalah lebih luas dibandingkan dengan ketentuan suap yang diatur di 

dalam KUHPidana, karena ketentuan suap menurut KUHPidana adalah 

salah satu unsumya harus seorang pegawai negeri 

b. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, suap itu baru dapat 

dituntut apabila menyangkut "kepentingan umum", apabila kepentingan 
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umum tidak terpenuhi (menurut kebijaksanaan hakim yang menyidangkan 

perkara) maka tidak dapat dituntut atau dengan kata lain danya suatu dasar 

untuk menghapuskan pidana. Jelasnya bahwa kepentingan umum 

merupakan criteria untuk menentukan apakah perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan suap 

c. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 itu, ancaman hukuman 

bagi penyuap adalah ebih berat daripada yang disuap dalam hal pidana 

penjara yaitu untuk penyuap maksimum hukumannya 5 (lima) tahun dan 

untuk tersuap maksimum hukumannya 3 (tiga) tahun sedangkan pidana 

dendanya sama yaitu sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas 

rupiah), hal mana sangat berbeda dengan KUHPidana 

Demikianlah penulis gambarkan beberapa perbedaan dan persamaan dari 

KUHPidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dalam hal 

pengaturan tentang ketentuan tindak pidana suap, di mana dengan nyata terlihat 

bahwa Undang-Undang Nomor 11Tahun1980 ini lebih luas ruang lingkupnya. 
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BAB II 

FAK TOR-FAK TOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA SUAP 

DALAM PERSEPAK BOLAAN DI INDONESIA 

A. Faktor Ekonomi 

Dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari manusia menempuh berbagai 

cara tergantung pada berkat dan pengetahuan masing-masing. Bahwa kebutuhan 

manusia yang tidak pernah sampai pada titik kepuasan akan membuat manusia itu 

dengan segala cara yang dibenarkan untuk mencapai suatu kebutuhan yang 

maksimal, walaupun usaha itu tidak akan pernah tercapai, sebab sekalipun usaha 

itu sudah tercapai dengan perkataan lain kebutuhan sekarang sudah terpenuhi 

tidak akan menghentikan aktifitas manusia karena kebutuhan-kebutuhan di masa 

yang akan dating masih akan dipikirkan lagi dengan dernikian aktifitas manusia 

tidak akan pernah berhenti selama hidupnya. 

Di mana kita ketahui bawha manusia tidak seluruhnya mampunyai bakat 

dan pengetahuan yang sama. Bahv-.1a tingkat pengetahuan manusia yang berbeda-

beda sudah tentu menciptakan persaingan dalam usaha sehari-hari, walaupun 

' 
persaingannya terutama terhadap masyarakat yang hidup dengan ekonomi lemah. 

Lapangan pekerjaan yang tersedia baik dalarn instansi pemerintah (pegmvai 

negeri) maupun oleh pihak swasta., sudah tentu diisi oleh mereka yang mempunyai 

pengetahuan untuk itu atau mereka yang mempl.lllyai pendidikan formal maupun 

informal sedangkan merteka yang tidak mempunyai pengetahuan/pendidikan 

sangat sulit untu�� mendapat pekerjaan sebagai pegawai. 

14 
Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



D alam keadaan perekonomian Negara yang belum mantap dan cukup 

memperhatikan idealnya atau seharusnya sebagai keseluruhan bekerj a  dengan 

kesungguhan dan kerja keras dan tidak bersifat santai dan ikut serta melaksanakan 

pola hidup sederhana. Banyak masyarakat yang mempertahankan serta 

memperjuangkan hidup dengan memulai cara hit!'up seperti kita l ihat misalnya di 

tempat kedai-kedai kopi sibuk membahas undian-undian berhadiah, dari 

perbuatan-perbuatan tersebut rnaka timbulah gejala-gejala lebih suka membeli 

undian-undian daripada melakukan/mencari pekerjaan yang yang sebenamya. 

D i  sinilah dapat kita lihat bahwa kegiatan-kegiatan tersebut di atas adalah 

mengandung harapan-harapan. Begitu juga halnya dengan terjadinya penyuapan 

di bidang olahraga sepab bola maupun pada jenis lainnya adalah merupakan 

kegiatan yang bersifat perkiraan dan mengharpkan seseuatu berdasarkan atas alas 

an subj ektif. Memang kalau kita melihat pengaruh-pengaruh factor-faktor atas 

terjadinya kejahatan, p ada umurnny adalah kuat dan dalam ha! ini penulis 

mengutip pendapat beberapa pengarang um1·mnya dari kalangan mengutip 

pendapat beberapa pengarang umurnnya dari kalangan social mementingkan 

keadaan ekonomi sebab timbulnya kejahatan. 

Thomas More, hidup antara tahun 1478 - 1535,: 

salah seorang pengarang dari aliran social yang mengarang "utopia'', roman 
sosialistis yang sangat termasyhur. D alam khayalan sosialistis ini sangat 
dipengaruhi oleh Plato, tetapi jauh lebih tinggi nilainya digambarkan suatu 
Negara yang oleh alat-alat produksinya dikuasai oleh umum Penduduk 
Utopia, demikian dinyatakan olehnya, melebihi bangsa di dunia dalam ha! 
perikemanusiaan, kesusilaan dan kebijaksanaan. Sebab-sebab dari ini ialah 
seperti juga diajukan oleh penganut More, peli['.aruh masyarakat yang 
berlainan itu. 10 

'0 Prof. W. A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan, 1 981, hal. 46 
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Di sini digambarkan untuk me\:vujudkan suatu Utopia yakin mengadakan 

sistem ekonomi yang alat-alat produksinya dikuasai oleh umum. Lebih jauh lagi 

diuraikan yang melukiskan keadaan lnggris pada waktu itu uraian tentang 

kejahatan yang tak terhingga jurnlahnhya yang dilakukan pada waktu itu dan 

kekerasan pengadilan dalam 24 tahun ada 72.00e-orang pencuri digantung dan ini 

dalam suatu negara yang berpenduduk 3 - 4 juta. Biarpun diberantas dengan 

kekerasan, arus kejahatan itu tidak berhenti. Untuk More ha! ini tidak 

mengherankan, karena dengan hukuman berat saja arus itu tidak dapat dihentikan. 

Untuk itu harus dicari sebab musabab kejahatan itu dan bagaimana cara 

menghapuskannya. Kejahatan diharapkan akan berhenti bilamana orang 

memperoleh nafkah hidup yang cukup dan menghilangkan faktor penyebab 

lainnya 

Bahwa Thomas More menguraikan secara panjang lebar mengapa orang 

tidak dapat mencukupi kebutuhannya Ia mengemukakan antara lain peperangan 

yang terjadi yang mengakibatkan banyak tentar2 yang Cf.cat, tidak mempunyai 

pekerjaan tetapi sebab yang terutama ialah keadaan pertanian yang buruk. 

Keadaan pertanian yang buruk ini yakni di mana pada waktu itu dengan adan)n 

eksport woll dari Inggris yang sangat besar sekali menguntungkan para tuan-tuan 

tanah, tanah pertanian dijadikan tempat pengembalaan untuk memelihara biri-biri. 

Ribuan bekas petani menjadi gelandangan tanpa mata pencaharian dengan 

demikian sampai pada kejahatan. Sed:mgkan kemewahan berada pada si kaya, 

anak-anak dari kalangan si miskin banyak hid up dalam lingkungarl � aiJ.g baik dan 

dengan jalan ini me�jadi jahat. 
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Dalam hal ini penulis juga mengutip teori beberapa pengarang, umumnya 

dari kalangan sosial yang mementingkan keadaan ekonomi. Sebab timbulnya 

kejahatan. 

N. Colajanni hid up antara tahun 184 7 v- 1921 dalam bukunya "sosiologis 
criminale (1887) yang menentang aliran antropologi. Ia menunjukkan 
adanya hubungan kritis dengan bertambahn� kejahatan ekonomi, timbulnya 
kejahatan dengan gejala patologis-sosial seperti pelacuran yang juga berasal 
dari keadaan perekonomian dan kejahatan politik. 11 

Di mana menurut ajaran ini, hal-hal yang menyebabkan timbulnmya 

kejahatan adalah faktor ekonomi dan ajaran ini menekankan pula bahwa adanya 

hubungan antara sistem ekonomi dan fah.'tor-faktor umum dalam kejahatan hak 

milik, mendorong untuk mementingkan diri sendiri oleh karenanya mendekatkan 

pada kejahatan. Bahwa yang paling baik untuk mencegah kejahatan menurut 

N. Colajanni adalah suatu sistem ekonomi, di mana telah tercapai kestabilan 

sebenar-benarnya dan kesebandingan dalam pembagian kekayaan. 

Dari uraian-uraian penulis tersebut di atas menjelaskan bahwa faktor 

ekonoll)i antara. lain kekurangan sandang dan pangan dan juga hal yang 

menimbulkan kesengsaraan dalam masyarakat merupakan faktor yang 

menyebabkan timbulnya kejahatan pc.;ia umumnya. Tetapi jenis penyuapan yang 

dilakukan dalam bidang olah raga sepak bola di Indonesia, bukan hanya dilakukan 

oleh mereka yang mengalan1i tekanan ekonomi tetapi sebaliknya dilakukan oleh 

yang mempunyai modal besar dan ekonominya baik. 

Karena keadaan ekonomi yang cukup kuat memungkinkan mereka 

melakukan penyuapan t;ei'hadap pemain-pemain sepak bola di Indonesia, ha! ini 

11 Ediwannan, SH, Pengantar Kriminologi, Penerbit, Universitas Sumatera Utara, Press 

(USU-Press), Medan, 1991, hal 30 
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mungkin dilakukan menurut penulis dijadikan sebagai akibat pertaruhan ini boleh 

dikatakan tidak nyata, resiko untuk tertangkap sangat minim bukan seperti jenis 

permainan yang memakai kartu di mana para pemain harus aktif, sedangkan 

dengan pertaruhan ini tidak perlu memainkan suatu alat yang menjadi alat 

perjudian, tetapi cukup dengan kata sepakat dianmra para pihak untuk menentukan 

besarnya taruhan. 

Jika ditinjau dari sudut ekonomi income maka masyarakat kita dewasa ini 

dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu : 

1. Golongan masyarakat ekonomi kuat (high income) 

2. Golongan masyarakat ekonomi menengah (middle income) 

3. Golongan masyarakat ekonomi lemah (low income) 

Adanya penggolongan di iatas hanya semata-mata ditinjau dari segt 

kemampuan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa perbedaan atau 

penggolongan dia tas disebabkan beberapa hal, misalnya perbedaan pendidikan, 

perbedaan kemampuan untuk berusaha sehingga menyebabbn perbecl aan income 

satu dengan yang lain. 

Pada masa sekarang ini banyak perbuatan-perbuatan yang bersifat suatu 

pelanggaran namun kejahatan, pada umumnya dilakukan oleh karena mereka yang 

termasuk golongan hig income dan middle income, mungkin melakukannya 

karena iseng atau untuk menyalurkan hobbinya. 

Bahwa sering kita mendengar dan membaca melalui mass media, majalah 

maupun dari koran, para pertaruhan dalam permainan sepak bola adalah mer�La-' 

mereka dari kalangan orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang berhasil dan 
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mempunyai modal besar, dari sini dapatlah kita bayangkan bahwa jumlah taruhan 

yang mereka pertaruhkan bukanlah dalam jumlah kecil tetapi rnencapai puluhan 

juta rupiah. 

Melihat besarnya jumlah pertaruhan yang mereka pertaruhkan itu, sudah 

barang tentu para pelakunya berusaha untuk merlfenangkannya, sebagai cara satu­

satunya yang dilakukan untuk memenangkan peraturan ini tidak lain adalah 

dengan cara mempengaruhi para wasit dan pelatihnya. 

Untuk dapat mempengaruhi pemain, cara yang ditempuh adalah dengan 

melakukan perbuatan penyuapan, dengan suatu pemberian hadiah atau janj i. 

Pemberoan hadiah ini kebanyakan dilakukan dengan pemberian sejumlah uang. 

Adapun maksud dari pemberian ini tidak lain agar si pemain yang menerima suap 

mengikuti kemauan pribadi si pemberi suap rnisalnya mengalahkan klubnya dan 

mengatur pertandingan dan lain-lain. 

Bahwa kalau kita lihat skandal suap yang melanda persepak bolaan 

Indonesia dewasa ini, sebagian besar pelakunya adalah mereka yang r:-:empunyc: 

modal besar. 

Kalau kita bandingkan dengan mereka yang termasuk golongan low 

income kemungkinan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran sedikit sekali 

bila dibandingkan dengan orang-orang yang termasuk dengan golongan high 

income dan middle income. 

Dari uraian dan penjelasan di atas jelaslah faktor-faktor ekonorni adalah 

satu penyebab kejahatan bagi mereka-mereka yang lemah imannya. 
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B. Faktor Kejiwaan 

Faktor kejiwaan merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya 

penyuapan di dalam persepak bolaan di Indonesia. Perbuatan yang melanggar 

hukum yang dilakukan seseorang sebagai akibat faktor kejiwaan hal ini dapat kita 

lihat dari pendapat beberapa sarjana terdahulu �tara lain menguraikan sebagai 

berikut: 

David Abrahampen MD., dalam bukunya "Psychologi of Crime" 

menyebutkan : 

Problema-problema kejahatan dengan pendekatan psychologis. Ia 
mengemukakan atau menunjukkan pada bermacam-macam tipe, yang 
terdapat diantara penderita psychomatic, neurose, psychose yang melakukan 
pelanggaran hukum, selanjutnya ia berpendapat oleh karena banyaknya 
tingkah laku kriminal/memperlihatkan sikap agresif dan oleh karena tingkah 
laku dan jiwa mempunyai hubungan yang erat, maka adalah jelas bahwa 
kaum psychiatriat atau psychoanalist yang tugasnya sehari-hari berhubungan 
langsung dengan masalah kepribadian serta tingkah laku, wajarlah untuk 
memegang peranan penting mengungkapkan teka-teki kejahatan. 12 

Psychoanalist adalah merupakan bagian dari pada psychiatri yang lebih 

mengutamakan penelitian terhadap alam tak sadar {das un hewestre) dari pada 

penderita. Psychoanalist pada dasarnya menyangkut studi dan perlakuan dan juga 

pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia 

Psychoanalist juga dapat meneliti dan menentukan hubungan antara jiwa 

manusia dengan sikap arti sosial perbuatan jahat, melakukan �ejahatan gejala-

gejala psychomatik yang dimaksudkan dengan tekanan jiwa. Problema-problema 

kejahatan dengan pendekatan psychologi menunjukkan pada bermacam 

12 Prof. Mr. W. A Banger, Pe11ga11Jar Psychologi Krimi11il, Pradya Paramita, Jakarta, 

1974, hal. 90 
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individualistis yang melakukan pelanggaran hukum seperti psychomatik, neorose 

dan psychose. 

Psychomatik dapat diartikan sebagai akibat dari tekanan jiwa terhadap 

akan timbulnya suatu penyakit, seperti penyakit tekanan darah tinggi, asthema, 

yang merupakan akibat oleh tekanan jiwa. Dal'tfln hubungan dengan kejahatan, 

pertalian antara 2 ( dua) faktor tersebut sebenarnya dapat dimengerti karena 

hubungan antara jiwa dan tubuh manusia terdapat hubungan yang sangat erat 

sekali . 

Sedangkan Neurose, Young menggambarkan sebagai suatu perpecahan 

pribadi (Self Devision).13 

Perpecahan probadi itu, disebabkan karena sebagaimana terdapat pada 

sebahagian orang, alam sadar menggantungkan nasibnya pada alam moral 

sedangkan deses (yang dapat diartikan suatu gudang nafsu), berusaha keras untuk 

merninta kepuasan. Neurose sebagai gangguan jiwa, di mana penderita merasakan 

suatu dorongan yang rnemaksanya untuk melakukan sesuatu yang ia sendiri 

sebenarnya tidak mau melakukannya, sebagai contoh penderita Neurose yang 

disebut kleptomanis, di rnana penderita ini suka mencari dan melakukan suatu 

perbuatan, walaupun ia mempunyai kemampuan untuk menginsyafi dan 

menyadari bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukurn atau terlarang, 

namun oleh karenanya didorong oleh alam tak sadar dia terns melakukan dan 

rnengulangi lagi, walaupun ia telah pemah dihukurn untuk perbuatan itu. 

13 Prof. Mr. W. A Bonger, Ibid, hal. 132 
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Keinsyafan si penderita akan perbuatannya yang terlarang atau melawan 

hukum dan iapun perlu mengatasinya tetapi ia tidak berdaya dan tetap 

melakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesadarannya itu dan sebagai 

aspek dari gangguan jiwa Neurose adalah kelemahan syaraf 

""" 
Selanjutnya mengenai gangguan jiwa psychose, di mana si penderita 

mengalami optimisme yang abnormal, ia melakukan keputusan-keputusan yang 

implusive, mudah tersinggung, sombong dan suka mengacau. Dengan mengalami 

defresi maka si penderita menjadi lebih lamban dan segala tingkah lakunya, 

semua akan lewat, yang sedang berlangsung dan akan terjadi nampaknya hitam 

baginya, ia tidak berkemampuan untuk melakukan keputusan-keputusan 

menghendaki bimbingan dan kepemimpinan dari orang lain. 

Pada umurnnya penderita gangguan jiwa tersebut tidak diketahui oleh 

umum bahwa mereka menderita penyakit kejiwaan, banyak sekali yang kelihatan 

tidak ada tanda sakit jiwa, karena itu mereka dipandang oleh masyarakat sebagai 

penjahat. 

Selain daripada penyakit kejiwaan tersebut di atas yakni merupakan sifat-

sifat khusus yang dimiliki oleh individu yang ·dapat juga mendorong seseorang 

menjadi penjahat. Peninjauan ini lebih dititik beratkan pada segi psychologis. 

Pada masalah kepribadian sering terjadi kelakuan yang menytmpang, 

penyimpangan mana mungkin terhadap sistem sosial atau pada pola-pola 

kebud:::yaan. 

Sifat-sifat khusus dari indihJu' adalah merupakan faktor intern yang dapat 

mendorong seseorang berbuat kejahatan, bertingkah lak-u jahat sebab unsur-unsur 
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sifat khusus individu yang dititik beratkan pada suatu faktor-faktor kejiwaan atau 

psychologis sangat penting peranannya terhadap setiap tingkah laku manusia. 14 , 

Untuk kesenangan atau kebahagiaan atau sebaliknya kesengsaraan 

merupakan unsur psychologis yang turut memegang peranan dalam tingkah laku 

manusia. Kesenangan, kebahagiaan dan kese1fgsaraan, hanyalah salah satu 

diantara faktor-fakior psychologi di samping itu juga tergantung kepada kondisi-

kondisi individu. 

Penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh faktor individu bila 

ditinjau lebih jauh meliputi antara lain kelakukan menyimpang atau berbuat jahat 

akibatmental desearse atau rendahnya mental (bukan sakit jiwa). Rendahnya 

mental atau tidak dapatnya seseorang itu berperan sosial (secara baik dalam 

masyarakat). 15 

Perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai 

mental rendah yang merupakan menyimpang dari norma sosial seperti misalnya 

kejahatan-kejahatan pimpinan, pemalsuan surat, kejahatan seks, termasuk 

permainan judi atas pertaruhan yang dimaksud untuk secepatnya mendapat 

uang/harta untuk memperkaya diri sendiri atau yang lain-lain yang berhubungan 

dengan kejahatan, tanpa suatu kerja keras. 

Kejahatan-kejahatan seperti tersebut di atas sebenarnya memerlukan 

intelegensi yang tinggi, akan tetapi akibat mental rendah sehingga sering 

memanfaatkan intelegensinya itu untuk berbuat jahat. Seperti rnisalnya seorang 

pejabat yang masih mempunyai kedudukan tinggi tetapi mempunyai mental yang 

14 Saheroji, SH, Pokok-pokok Kriminologi, hal. 44 

15 Ibid, ha!. 38 
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rendah, di mana dalam usahanya untuk menambah kekayaannya menempuh j alan 

yang tidak rnelalui prosedur hukum yang sebenarnya, misalnya dengan cara 

rnenyuap pernain-pemain sepak bola agar pemain-pemain tersebut menuruti 

keinginannya untuk kalah atau menang. Dalam hal ini buka.n saja si pemain suap 

yang bermental rendah, akan tetapi j uga orang yaffg menerima suap tersebut. 

C. Faktor Sosial 

Salah satu faktor penyebab timbulnya penyuapan dalam persepak bolaan 

di  Indonesia adalah faktor sosial. Seperti halnya penulis mengutip pendapat dari 

seorang ahli pikir dari Junani Aristoteles yang hidup antara 3 84 - 322 SM dengan 

ucapannya yang terkenal bahwa manusia itu adalah "zoon politikon" sebagai 

manusia mempunyai sifat untuk mencari sesamanya rnanusia. 16 

Bahwa kata "zoon politikon" tersebut berarti ma.nusia adalah makhluk 

sosial dan politik, manusia itu selalu hidup dalam pergaulan dan selalu 

berorganisasi, yang berarti pembagian tugas antara manusia yang bersifat abadi 

untuk mencari suatu hal tertentu. Dengan demikian manusia berusaha untuk 

menresuaikan diri denga.n situasi da.n kondisi atau keadaan l ingkungan di mana 

seseora.ng itu berada. 

Di mana kita ketahui dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai atau 

beraneka ragam individu yang masing-masing memiliki sifat dan kepribadian 

yang berbeda, dengan demikian menimbulka.n persamaan da.n perbedaan cara 

berfikir yang berbeda pula. Ma.nusia selama hidupnya selalu dikelilingi oleh 

1 6 Prof. Sudimanprojo, SH, Pengantar Tata Hukum di bidonesia, Penerbit PT. 
Pembangunan/Ghalia Indonesia, Jakarta, 1 977, ha!. 22 
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bahaya yang mengancam hidupnya, maka manusia akan . selalu berusaha untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka manusia akan selalu berusaha 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Adanya bahaya yang selalu mengancam kelangsungan hidupnya yakni 

berupa bahaya-bahaya material dan spritual, s1"ritual dapat dikatakan berupa 

godaan-godaan seperti halnya pertanyaan sifat buruk dan baik. Bahaya material 

yang selalu mengancam manusia datangnya baik dari dalam maupun dari luar 

tubuh manusia. 

Dari dalam, bahaya itu merupakan rasa akan lapar, pemberantasan berupa 

pemasukkan bahan makanan ke dalam tubuh manusia atau dengan perkataan lain 

manusia harus makan untuk mengatasi rasa lapar tersebut agar dia tetap 

merupakan manusia, oleh karena apabila ia mati bukan lagi merupakan manusia, 

akan tetapi sudah menj adi mayat. 

Jika kita ditinjau secara universal, masalah-masalah sosial tadi maka yang 

menjadi persoalan adalah bagaimana cara untuk tetap hidup atau untuk akan 

melangsungkan hidupnya. Suatu wadah yang menyimpan berbagai nafsu orisinil 

ialah nafsu ya{tg setiap saat mendorong ego untuk bertindak memberikan 

kepuasan. Nafsu-nafsu i tu membutuhkan sesuatu, seperti ucapan ''Wi therington" 

sebagai berik.llt : individu merasakan adanya suatu kebutuhan, individu bertindak 

untuk memenuhi kebutuhan tadi. 17 

Dalam usaha manusia untuk memperoleh suap nasi dan untuk melindungi 

kni r arganya dari pada bahaya al am dan sekitamya, maka manusia terikat kepada 

17 Prof. Sudiman Kartohadiprojo, SH, Ibid, ha!. 1 04 
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lingkungannya Manusia melak'Ukan rencana-rencana untuk persiapan kepuasan di 

masa yang ak an datang. Bahwa sebagai anggota suatu lingkungan, mulai dari 

lingkungan yang paling kecil yakni lingkungan keluarga sampai pada lingkungan 

yang paling besar yakni negara, mereka akan mernikirkan kehidupan sosial dan 

kemajuan negara maupun bangsanya Tetapi lfukan semua orang mempunyai 

kepercayaan dan kesanggupan untuk mengabdi pada lingkungan dan 

masyarakatnya. 

Kalau kita berbicara mengenai kebutuhan manusia, akan nampak bagi kita 

bahwa kebutuhan pada suatu pihak merupakan apa yang disebut motif dan pada 

lainnya dari pada kebutuhan itu merupak:an suatu tujuan. Bila tujuan itu tercapai 

akan kebutuhan terpenuhi. Sebagian dari anggota masyarakat, ada yang memenuhi 

kebutuhannya dengan cara menentang masyarakat, menentang hukum. Namun 

kebutuhan manusia itu tidak selalu dapat disamakan dengan air dan batu. Aktifitas 

air mengalir dari ketinggian lalu berhenti pada tujuan, sedangkan ajtifitas manusia 

bermeka ragam untuk mencapai tujuan. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan manusia mempunyai sifat , cara 

hidup yang berbeda-bena dengan dernikian cara manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya seperti menjadi petani, pegawai, pedagang tidak jarang pula kita 

jumpai menjadi penjahat dalam berbagai bentuk seperti pencuri, penipu, koruptor, 

penjudi dan lain-lainnya. 

Dari hal-hal yang telah penulis uraikan di atas, yang topiknya faktor-faktor 

penyebab �H' 1bulnya suap dalam sepak bola di Indoensia yang nerusak moral, 

mental serta cit ra persepak bolaan di Indonesia. 
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Bahwa setiap kejadian atau peristiwa pada pnns1pnya adalah selalu 

mempunyai dan diliputi oleh beberapa hal yang merupakan penyebab-

penyebabnya. Kemudian apabila ditelusuri secara mendalam, maka akan dapat 

dimaklurni bahwa penyebab dari suatu kejadian atau suatu peristiwa tertentu, pada 

akhirnya akan terlihat sangat kompleks sifatnya. 
JI 

Hal mana adalah disebabkan karena banyaknya faktor yang dapat 
merupakan penyebab dari suatu kej adian atau peristiwa-peristiwa tertentu 
dan faktcr-faktor tersebut tidaklah mutlak berdiri sendiri tetapi saling 
berkaitan dengan faktor-faktor lainnya (multiple factors)18 

Di sini dapat kiranya ditegaskan, bahwa penyebab dari suatu kejadian atau 

peristiwa-peristiwa tertentu pada hakekatnya heterogen sifatnya, di mana 

penyebab tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu : 

1. Fak.1or Intern, yaitu yang meliputi segenap ha! yang terdapat dalam diri setiap 

individu 

2. Faktor Ekstern, yaitu faktor-faktor yang berada di luar daripada individu 

(faktor melicu) 

J. Faktor llltern 

a Fal'tor tingkat pengetahuan dan pengalaman terhadap nilai-nilai moral 

aJ aran agama 

b. Kurangnya pengendalian diri (self control) dalam menilai dan menerapkan 

bentuk-bentuk kebudayaan asing (barat) yang masuk ke Indonesia 

18 B. Simanjuntak, Drs. SH, clan Chaidir Al i, SH, Cakrawala Baru Kriminologi, Penerbit, 

Tarsito, BandWlg, ha!. 49 
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2. Faktor Ekstern, yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan 

dan memperrnudah terjadinya perbuatan delik pidana tersebut 

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, rnaka apabila kita hubungan 

dengan prins ip-prinsip moral dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat kita 
4il 

sangat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang berdasarkan Pancasila 
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BAB III 

SUAP MEMPUNYAI DAMP AK NEGA TIF YANG K OMPLEK S 

A. Suap Merongrong Citra Pemain Sepak Bola di Indonesia 

Dalam rangka meningkatkan mutu olah raga di Indonesia pemerintah telah 

banyak mengeluarkan biaya dalam menunjang kemajuan dalam segala segi olah 

raga. Seperti kita ketahui sekarang ini \dclam meningkatkan olah raga tersebut 

pemerintah juga membuat sarana-sarana pendidikan khusus, seperti sepak bola 

juga telah mempunyai pendidikan yang khusus. Khusus dalam membiayai 

pengeluaran-pengeluaran !ni, pemerintah terlebih dahulu telah mengadakan 

Sumbangan Sosial Berhadiah, tekaban-tebakan koni dan lain-lain yang semuanya 

bertujuan adalah untuk dapat membina olah raga Negara Republik Indonesia 

dikenal oleh dunia dalam segi persepak bolaan khususnya dan olah raga 

umurnnya. 

Dibalik sedang galaknya pemerintah meni:-:gkatkan • atu olah raga tersebut, 

sangat disayangkan sekali, terdengar bagi kita di sana sini te1:jadinya suap-suap 

sepak bola, sehingga citra daripada olah raga itu sendiri sudah dikotori olek 

segelincir manusia demi untuk kepentingan pribadinya. Tidak dapat dipungkiri 

lagi suap secara pasti mendorong jiwa, tingkah laku para pemain sepak bola Olah 

raga tidak lagi mempunyai dampak yang positif akan tetapi sudah dikelilingi oleh 

kuman-kuman negatif seperti halnya sudah menjadi arena pertaruhan judi dan lain 

sebagainya. 
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Salah satu contoh : isu suap yang terjadi baru-baru ini di Tumamen Sepak 

Bola Intemasional Piala Marah Halim XXX 1995 di Medan. Di mana ini menjadi 

permasalahan yang serius bagi PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) 

sebagai badan yang menangani olah raga di Indonesia khususnya cabang sepak 

""' 
bola. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soeparjo Pantjo Winoto selaku 

Skretaris Umum PSSI yaitu : PSSI menganggap isu suap di Piala Marah Halim 

sebagai kasus serius. Jika benar terjadi, kasus suap itu bisa merusak kepercayaan 

masyarakat terhadap persepak bolaan nasional. 19  

Diantara dampak negatif yang kompleks tadi dapat kita lihat betapa 

ngerinya akibat-akibat yang ditimbulkan suap tersebut, karena di sisi lain secara 

nyata dapat kita lihat citra para pemain sepak bola menjadi kurang baik di mata 

umum akibat rong-rongan permainan suap-menyuap. Hal ini tidak dapat disangkal 

karena kenyataan-kenyataan ini jelas telah terbukti sepanjang pengamatan penulis 

dalam dunia sepak bola. 

Seperti telah dikemukakan penulis terdahulu bal1wa mem�mg banyak 

faktor yang menyebabkan sampai timbulnhya suap-menyuap dalam dunia 

persepak bolaan, antara lain seperti faktor ekonomi, sosial dan kejiwaan dan lain-

lain, tapi yang pasti suap sudah merongrong nama baik para pemain sepak bola. 

Berbicara mengenai citra, sebenarnya para pemain sepak bola kita masih 

mempunyai naluri citra yang baik, akan tetapi oleh karena godaan dari kehendak 

segelintir manusia tadi, dengan berbagai cara, r ara pemain sepak bola dipengaruhi 

baik dengan uang, materi, hadiah dan pernberian-pernberian lainnya, citrn 
'
para 

19 Harian Republika, Terbitan Selasa, 2 5  April 1 99 5 ,  haL 1 5  
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pemain sepak bola tersebut menjadi kotor, bobrok karena bukan lagi bermain 

sesuai dengan kemampuan dan kehendaknya sendiri tetapi sudah harus menuruti 

kemampuan segelintir orang lain tadi. 

Oleh sebab i tu jelaslah bagi kita baik para pemain tersebut telah dinodai 

oleh perbuatan suap-menyuap dalam sepak bola. di 

B. Suap Mengurangi Minta Menonton Pertandingan Sepak Bola 

Bahwa sudah jelas setiap permainan olah raga baik itu jenis olah raga 

badminton, takraw, tenis meja, volly dan lain-lain, khususnya sepak bola sangat 

senang ditonton jika dalam pertandingan itu memang terdapat permainan yang 

fair, tanpa ada diselimuti oleh faktor-faktor lain yang tidak baik, seperti adanya 

suap tadi. 

Kalau kita lihat secara umurn, dari sekian banyak kenis olah raga tadi yang 

paling banyak diminta oleh orang adalah olah raga sepak bola dari mulai tingkat 

pedesaan hingga perkotaan, dari yang tingkat amatir sampai �::e tingk<t 

profesional. 

Bahwa dunia persepak bolaan sekrang ini sudah mulai meresahkan para 

pecandu-pecandu sepak bola sehubungan dengan banyaknya pecandu sepak bola 

yang menyuap dan para pemain yang objek pertamanya yang terkena suap. Para 

pecandu sepak bola tersebut tidak memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan 

akibat memberi suap kepada para pemain sepak bola, mPreka hanya memikirkan 

kepentingan pribadi. 
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Brigjen TNI Agung Gumelar, Ketua I PSSI, berkata : 

Ada 3 (tiga) hal yang sangat ditimbulkan dalam sepak bola yakni 

perkelahian di lapangan, pemukulan wasit serta kasus suap. Terhadap kasus ketiga 

inilah yang paling membahayakan karena segi tersebut dapat merusak sendi 

persepak bolaan nasional, mengingat kasus suap4;1jakan merugikan b erbagai pihak 

baik pemain, pembina, p elatih maupun penonton dan tak terkecuali PSSI selaku 

pihak yang bertanggung j awab atas maj u  mundumya sepak bola Indonesia20 

Bahwa dalam kata lain suap yang dilakukan oleh pecandu-pecandu sepak 

bola tersebut dapat merugikan berbagai pihak, terutama p enonton yang 

menyaksikan pertandingan tersebut. Akibatnya minat untuk menonton sepak bola 

semakin berkurang. 

Kalau kita melihat pada tahun-tahun belakangan ini bidang olah raga 

terutama sepak bola, telah dijadikan arena suap oleh orang-orang tertentu yakni 

dengan adanya p eraturan-peraturan dengan mengungguli salah satu diantara 

kesebelasan yang bertanding dan bukan sampai di situ saj a, melainkan bandar .·· 

bandar taruhan sudah berani mempengaruhi para pemain dengan j alan menyuap 

para pemain, wasit atau pelatih untuk mengatur score yang tak lain agar dia 

memenangkan pertaruhan yang dilakukan di luar. Hal ini b erkesinambungan terus 

melanda persepak bolaan Indonesia. Dengan kej adian tersebut sudah barang tentu 

menimbulkan keresahan dalam masyarakat terutama para pecinta sepak bola dan 

sekaligus merusak nama baik bangsa Indonesia di kalangan masyara1cat luar. 

20 Harian Mimbar Umwn, Terbitan Jum'at, 27  Januari 1 99 1 ,  ha! . 9 
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Bahwa perbuatan suap menyuap sangat mewrusak mental dan pikiran 

umum khususnya pemain sepak bola. Dengan demikian dapat menghambat tujuan 

pembangunan. Di samping itu pengaruhnya terhadap masyarakat pecinta sepak 

bola sangat dirasakan yakni berkurangnya simpati terhadap olah raga sepak bola 

dan <lengan demikian penonton perta.-1dingarf sepak bola akan berkurang 

perhatiannya, sedangkan kita tahu bahwa penonton atau masyarakat pada 

umurnnya adalah merupakan penunjang bagi perkembangan dunia sepak bola 

yang berarti tanpa partisipasi dari masyarakat p erkembangan sepak b ola di 

Indonesia tidak akan mengalarni kemajuan. 

Sebagai contoh dikatakan bahwa ketidak puasan pelatih Arseto Solo 

S alam Sadimin, yaitu : 

Bahwa kekalahan tim saya dari Pelatih Jaya 1 - 2 di Stadio Lebak Bulus, 

merupakan rekayasa wasit mengingat go! kedua Pelita Jaya dianggap berbau off 

side apalagi saat itu hakim garis telah mengangkat bendera. Wasit yang 

memimpin pertandingan tersebut diduga menerima suap21  

Hal ini juga dapat mengurangi minat menonton pertandingan sepak bola, 

yang disebabkan ketidak becusan wasit dalam memimpin pertandingan. 

21 Harian Mimbar Umum, [bid, hal. 9 
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C. Suap Adalah Kejahatan Yang melanggar Undang-Undang 

Sebelum penulis memberikan rumusan pengertian tentang kejahatan, maka 

penulis terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan hukum. 

Warga-·warga masyarakat dan kalangim hukum memberikan p elbagai arti 

daripada hukum, antara lain sebagai berikut : 

1 .  Hukum sebagai disiplin 

2. Hukum sebagai ilmu pengetahuan 

3. Hukum sebagai kaidah yang pada hakekatnya merupakan pemandangan 

dengan menilai ( weardering so orden) yang dipergunakan sebagai 

perikelakuan yang pantas. Patokan diperlakukan tersebut dapat dirumuskan : 

a. Aturan tentang bagaimana orang seharusnya berprikelakuan terhadap 

sesamanya 

b. Aturan menurut mana manus1a berperikelakuan secC1rn nyata dal am  

pergaulan hid up 

4. Hukum sebagai tata hukum 

5 .  Hukum sebagai keputusan pej abat 

6.  Hukum sebagai p etugas 

7 .  Hukum sebagai p erangkat perikelakuan yang didasarkan pada : 

a Perikalakuan yang ajeg 

b. Keyakinan atau kesadaran akan kewaj iban hukum 

8 .  Hukum sebagai j aringan penjabaran nilai-nilai yang berpasangan, tetapi tidak 

jarang b ersitegas nilai-nilai tersebut adalah rnisalnya : 
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a Ketertiban - ketenteraman 

b. Kepastian hukum - kesebandingan 

c. Kepentingan umum - kepentingan pribadi22 

Dari pengertian hukum di atas dapat kita sebut bahwa tuj uan hukum untuk 

mencapai kedamaian dalam pergaulan t�up yang hanya akan tercapai 

keserasian antara nilai ketertiban (yang bersifat lahiriyah/ekstern) dengan 

ketenteraman yang bersifat batiniyah/intem. Sehubungan dengan ha! 

tersebut bbahw atugas hukum adalah memberikan kepastian hukum yang 

tertuju pada ketenteraman dan kedamaian. 

J\ka dari beberapa pengertian dirumuskan terhadap hukum dihubungan 

dengan penegakkan hukum, maka dapat diperoleh penjabaran sebagai berikut : 

1 .  Adanya pasangan nilai-nilai yang perlu diserasikan yang kemudian dijabarkan 

secara konkrit dalam 

2. kaidah-kaidah hukum yang merupakan pandangan-pandangan menulaik dan 

mengenj ewantah yang kemudian menj adi pedoman 

3 .  Sikap tindak tanduk atau perikelakuan untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian 

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka penegakkan hukum sebagai 

proses bukanlah sernata-mata berarti rnelaksanakan peraturan perundang-

undangan dan keputusan-keputusan hakirn, sebab tidaklah rnustahil bahwa 

p elaksanaannya sernata-mata dapat rnengganggu kedamaian yang menj adi tujuan 

hukum. 

22 
Drs. Surjono Sukamto, SH. MA, Masai.ah Penegakw1 Hukum da11 Kesadaran Httkum, 

Hukum dan Pemba.ngunan No. 5. IX Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1 979, hal. 
461  
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Sehubungan dengan hukum, perlu dipermasalahkan apakah setiap 

perikelakuan dapat disebut sebagai hukum ? Perikelakuan tersebut mungkin 

serupa dengan : 

1 .  Beslissing tussen rechtsgenoten 

2. Beslissing Van cen Rechtsfuntionaris 

3. Reglimatigheden (perikelakuan yang bersifat ej eng) 

Perikelakuan sedemikian adalah hukum, apabila berdasa1kan keyakinan 

atau kesadaran akan kedamaian, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa dalam 

hubungan ini merupakan keputusan-keputusan yang dilandasi keyakinan atau 

kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup. Adapun keyakinan atau kesadaran 

kesenj angan maupun keputusan-keputusan dapatlah dikatakan sanubari manusia 

dan inilah kesadaran hukum. 

Kesadaran hukum sebenamya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang 

terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 

diharap pada.23 

Sebebanmya yang ditekan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan 

buk�m suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kej adian yang konkrit dalam 

masyarakat yang bersangkutan. 

Kiranya hukum sebagai wadah nilai-nilai mempunyai hubungan yang erat 

dengan perikelakuan manusia oleh karena : 

23 Drs. Surjono Sukamto, SH. MA, Ibid, hal 462 
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l .  Manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya pengalamannya berinteraksi 

tersebut menghasilkan 

2. Sistem nilai yaitu konsepsi abstrak menganai apa yang buruk dan apa yang 

baik 

3 .  Pola berpikir manusia yang kemudian menemdkan 

4. Sikap manusia yakni kecenderungan untuk berbuat terhadap manusia, benda 

atau keadaan tertentu sikap manusia kemudian menghasilkan 

5. Perikelakuan yang kemudian menjadi pola perikelakuan yang apabila 

diabstrakkan menj adi 

6. Norma atau kaidah yangh merupakan patokan tentang perikelakuan yang 

pantas, norma kemudian mengatur antara manusia 

Dalam sistem perundang-undangan, peristiwa pidana itu dibedakan atas 2 

( dua) macam antara lain : 

l .  Kejahatan 

2. Pelanggara.n 

Untuk perbedaan yang nyata dari kedua peristiwa pidana tersebut tidak 

ada, oleh karer:a keduanya adalah merupakan perbuatan yang dapat dihukum 

walaupun perbedaan dari kedua peristiwa pidana tersebut tidak ada namun 

senantiasa dalam setiapn undang-undang disebutkan dengan tegas peristiwa­

peristiwa pidana manakah kej ahatan dan peristiwa kejahatan dan peristiwa 

manakah yang harus dipandang sebagai pelanggaran. 

� ' , Meskipun demikian, tetapi dalam garis besarnya dapat pula dibedakan 

antara j edua macam peristiwa pidana tersebut seperti di bawah ini : 
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Kejahatan-kejahatan itu pada umumnya adalah peristiwa pidana yang besar-besar, 

misalnya pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, suap dan sebagainya. 

Ancaman hukuman pada kejahatan-kt:iahatan, umunya lebih berat dari pada 

pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan mempakan peristiwa pidana yang mudah 

dirasakan oleh setiap orang, ia mempakan betuf-.betul suatu serangan terhadap 

kepentingan hukum (Rechtdelict). 

Sebaliknya pelanggaran-pelanggaran itu mempakan peristiuwa-peristiwa 

pidana yang kecil-kecil, seperti : 

Merninta-minta di tempat umum, kentara mabok di tempat umum, 

memberhentikan kenderaan di tikungan jalan dan lain sebagainya. Ancaman 

hukuman bagi pelanggaran pada umumnya lebih ringan dari pada kejahatan­

kej ahatan dan pelanggaran bukan mempakan "Rechtdelict" akan tetapi 'West 

delict" tidak mudah dimengerti dan dirasakan bahwa perbuatan itu dilarang. 

Suatu perbuatan atau perilaku disebut kejahatan apabila memenuhi 

persyqratan 7 (tujuh) unsur : 

1. Sebelum suatu perilaku dapat disebut kejahatan haruslah terdapat akibat­

akibat tertentu yang nyqta atau kemgian 

2. Kerugian haruslah dilarang oleh undang-undang haruslah dikemukakan 

dengan jelas di dalam hukum pidana 

3 .  Haruslah ada "perilaku" sikap dan perbuatan : ialah hams ada perbuatan atau 

sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang 

menimbutk'.m akibat-akibat yang memgikan 

4. Mensrea atau maksud jahat yang hams ada 
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5 .  Harns ada hubungan kesatuan atau kesesuaian atau per.samaan satu hubungan 

kejadian diantara mensrea-rea dengan conduct (perilaku) 

6. Harns ada hubungan sebab akibat diantara misconduct yang voluntair 

( dilakukan di atas dasar keinginan sendiri, bukan dipaksa orang lain) 

7 .  Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh und"'ahg-undang24 

Menurut hukum pidana, yang dimaksud dengan kej ahatan ada beberapa 

pendapat, antara lain : 

Garpolo mengatakan L sebagai suatu pelanggaran terhadap perasaan-perasaan 

tentang rasa kasihan dan rasa kejuj uran25 

Radeliff Brown mendefinisikan kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap 

suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana26 

Thomas mendefinisikan kejahatan dari sudut sosial psychologis sebagai suatu 

tindak::in yang bPrtentangan dengan rasa solidaritas kelompok di mana individu itu 

dianggap sebagai anggota kelompok sendiri27 

S eperti kita ketahui bahwa masalah suap dimuat dalam KUHPidana diatur 

d alam buku kedua Bab VIII yang berjudul "Kejahaj:an Terhadap Kekuasaan 

Umum dan Undang-Undang Nomor l l Tahun 1980 tentang Tindak Pidana S uap. 

24 Memen Martasaptlt1�, SH, Azas-azas Kriminologi, Penerbit, Alumni, B andung, 1 973, 
ha!. 20 

25 Ibid, haL 26 
26 Ibid, haL 27 
2 7  Ibid, haL 27 
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Pada uraian-uraian di atas dapatlah kita ketahui bahwa suap merupakan 

suatu kej ahatan yang melanggar undang-undang pidana. 
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BAB IV 

PERANAN UNDANG-UNDANG DALAM MENANGGULANGI SUAP 

DALAM PERSEPAK BOLAAN DI INDONESIA 

A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Sebagai Ujung Tombak 
.;., 

Pemberantasan Suap 

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 1 980 merupakan sebagai alat 

pemberantas suap dalam bidang olah raga. Sebelum penulis membahas lebih 

lanjut mengenai masalah ini, perlu kiranya terlebih dahulu menguraikan sejarah 

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sekarang. 

Sebagairnana kita ketahui hukum pidana terbagi atas 2 (dua) segi yaitu : 

1 .  Hukum Pidana segi formal 

2. Hukurn Pidana segi material 

Sehubungan dengan pembahasan ini yang berjuudul "Suatu Tinjauan 

Tentang Tindak Pidana Suap Dalam Persepak Bolaan Menurut Undang-Undang 

Nornor 1 1  Tahun 1 980'', P::"»al 209 ](UHPidana dan Undang-Undang Nornor 1 1  

Tahun 1 980 tentang Tindak Pidana Suap adalah segi materinya, maka penguraian 

diutarnakan pada segi materinya. 

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum pidana 

yang berasal dari hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda, berdasarkan asas 

konkordansi (persamaan), pada waktu itu Indonesia masih berstatus jajahan 

Beland a 

Sedangkan hukum pidana yang berlakt : di negeri Belanda berasal dari 
Undang-Undang Perancis yang disebut Code Penal. Karena negeri Belanda 
pada waktu itu berstatus jajahan Perancis maka berdasarkan konkordansi 
Code Penal diberlakukan di negeri Belanda dengan nama "Wetbook Van 

4 1  

' . 

I '�I 
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Strafrecht" ditetapkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 3 Maret 1 88 1  
dengan atb. Nomor 3 5  yang mulai beerlaku pada tanggaJ 1 September 
1 88528 

Sesuai dengan asas konkordansi yang tercantum dalam Pasal 75 RR tahun 

1 854, maka pemerintah kolonial serasa perlu menyesuaikan hukum pidana di 

Indonesia dengan kodifikasi hukum pidana nasioilal di negeri Belanda dari tahun 

1 88 1 ,  maka berlakulah "Wetbook Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie" 

merupakan unifikasi hukum pidana, mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1 9 1 8 .  

Bagi-bagi golongan penduduk Indonedia maupun golongan penduduk Timur 

Asing dan golongan penduduk Eropa. 

Sebelum tahun 1 9 1 8, maka masing-masing golongan penduduk tersebut 

berlakulah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri-sendiri ialah : 

1 .  Wetbook Van Strafrecht Vor Nederlandsch Indie untuk golongan 
penduduk Eropah, ditetapkan dengan koninklijk  Besluit 1 0  Pebruari 
1 886 berisi kejahatan-kej ahatan 

2 .  Wetbook Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie golongan penduduk 
Indonesia dan Timur Asing, ditetapkan dengan Ordonantie 5 Mei 1 872 
berisi kejahatan-kejahatan 

3 .  Algomene Politic Strafreglencnt untt·:-: golongan penduduk Eropa, 
ditetapkan dengan Ordonantie 1 5  Juni 1 872, yang berisi pelanggaran­
pelanggaran 

4. Algomene Politic Strafreglement untuk golongan penduduk Indonesia 
dan Timur Asing, ditetapkan dengan Ordonantie 1 5  Juni 1<872 yang 
berisi pelanggaran-pelanggaran29 

Berdasarkan koninkelijk  Bersluit (KB) tertanggal 1 5  Oktober 1 9 1 5  LN HB 

1 9 1 5  No. 752, maka k:eempat buku ini diganti dengan satu buku saja (unifikasi) 

yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1 9 1 8 .30 

� . 
- Dr. R. Utrecht, SH, Hukum Pidana I A, Bandrmg, 1 960, ha!. 49 
29 R. Soesilo, KUHPiduna Serta Komentarnya Lengkap Pasul Demi Pasal, Politeia, 

Bogor, 1 976, ha!. 20 

30 Drs. E. Utrecht, SH, Op.cit, ha!. 5 1  
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Sedangkan pada zaman pemerintahan Jepang selanjutnya dinyatakan bahwa: 
menurut Pasal 3 Undang-Undang Pemerintah Bala tentara Jepang No. l 
Wetbook Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie tetap berlaku dengan 
resmi untuk berlaku terus dan akhimya dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1 946 isinya diubah dengan disesuaikan menurut 
keadaan dan suasana Indonesia sebagai negara merdeka3 1 

Sementara Indonesia masih ada bagi'!l1-bagia.n yang dikuasai oleh 

Pemerintah Belanda, misalnya Jakarta Raya, negara-negara bagian sumatera 

Timur, Indonesia Timur dan Kalimantan Barat, maka di daerah-daerah ini berlaku 

ialah "Wetbook Van Strafrecht Vor Nederlandsch Indie", yang oleh pemerintah 

Belanda diubah dan ditambah. 

Semenjak Pemerintah RIS yang kemudian menjadi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, maka menurut Pasal 1 42 Undang-Undang Dasar Sementara 

Republik Indonesia Talmn 1 950 semua peraturan perundang-undangan dan 

peraturan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 1 7 Agustus 1 950 tetap berlaku. 

Dengan adanya ketentuan ini maka hukum pidana Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1 946 tidak berlaku di daerah Jakarta Raya, wilayah bekas negara bagian 

Indonesia Timur, Surnatera Timur dan Kalimantan Barat, akan tetapi di daerah-

daerah ini yang berlaku ialah Kitab Undang-Undang Hukurn Pidana dari zaman 

Pemerintahan Hindia Belanda yang telah diubah dan ditambah beberapa kali. 

Dengan dernikian sejak 1 7  Agustus 1 950, di seluruh Negara Kesatuan 

RFepublik Indonesia berlaku 2 (dua) jenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yaitu : 

Berhubung dengan berlakunya 2 (dua) jenis Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana tersebut dirasakan kurang baik, maka dengan Urk!&1g-Undang 

3 1  R.  Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Dilik-dedlik Klmsus, 

Politeia, Bogor, 1 974, hal. 1 6  
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Nomor 73 Tahun 1 958 LN Nomor 1 27 Tahun 1 95 8  dalarri pasal 1 ditetapkan 
bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1 946 Republik Indonesia tentang 
Peraturan Hukum Pidana, mulai hari diumumkan tanggal 29 September 
1 95 8  dinyatakan berlaku untuk seluruh wil ayah Republik Indonesia, 
sehingga sekarang yang berlaku hanya satu undang-undang hukum pidana 

. 32 
saJa 

Pada hakekatnya negara kita sampai sekarang belum rnernpunyai hukum 

pidana nasional yang berupa produk badan legislatif. Namun demikian dengan 

ditetapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Undang-Undang 

Nomor 73 Tahun 1 95 8  (Lembaran Negara 1 27 Tahun 1 958), hukum pidana 

tersebut telah disesuaikan dengan keadaan dan susunan Indonesia Merdeka, 

bahwa ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

seluruhnya atau sebagian apabila tidak dap at lagi dijalankan atau bertentangan 

dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak 

mempunyai arti, maka hams dianggap tidka berlaku lagi. 

Bahwa negara Indonesia yang sedang dalam tahap pembangunan di segala 

bidang, dengan tuj uan untuk mewujudkan masyarakat adil dan malanur serta 

material dan spritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1 945. 

Dengan dernikian pembangunan di bidang hukum j uga tidak ketinggalan 

tentunya disesuaikan dengan suasana pembanguynan dan perkembangan zaman. 

S ebagaimana tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewuj udkan suatu 
masyarakat adil dan makmur yang merata materii l  dan spritual berdasarkan 
pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana 
perikehidupan bangsa yang aman, tenterarn, tertib dan dinamis serta dalam 
lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai33 

32 R. Soesilo, Loe. cit. ha! . 20 
33 BP-7 Pusat, Bahan Penataran P-4, Un<kmg-Undang Dasar 1945, GBHN, September, 

1 989, ha!. 94 
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Bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang ini adalah sebagai warisan 

dari penjaj ahan Belanda, sudah mengalami perubahan dan penambahan pada 

bagian-bagian tertentu. Perubahan-perubahan itu dilakukan menurut politik 

hukum agar tercapai keserasian antara masyarakat dengan norma hukum yang 

berlaku, demi tercapainya rasa keadilan dan tuj uan hukum tersebut. 

Menurut hukum pidana yang menjadi tujuan hukum ada beberapa 

pendapat antara lain : 

1 .  Van Apeldoor mengatakan : tujuan hukum itu mengatuyr tata tertib 
masyarakat secara damai dan adil34 

2. Van Kan mengakatan : bahwa hukum bertuj uan menjaga kepentingan 
tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu35 

3 .  Sekelompok Sarj ana berpendapat bahwa hukum bertugas untuk 
menjamin adanya kepastian hukum (Rechtszekenheid) dalam pergaulan 
manusia

36 

Dari pendapat-pendapat di atas tugas hukum itu menjamin kepastian 

hukum hubungan-hubungan yang terdapat dalam pergaulan kemasyarakatan, 

kepastian ini kepastian yang dicapai oleh karena hukum. 

Di mana kita ketahui bahwa undang-undanglah yang menjarni11·  sumber 

hukum utama untuk melihat perkembangan hukum p idana, yang hendak kita 

dahulukan kodifikasinya dengan kemudian disusul dengan perkembangan hukum 

pidana di luar KUHPidana di mana hal tersebut sesuai dalam usaha membangun 

suatu tata hukum yang memahami aspirasi nasional, yaitu suatu tata hukum yang 

memenuhi asplfast nasional bangsa Indonesia yang mendasarkan tata 

kehidupannya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1 9 45 .  

3 4  E .  Utrecht/Moh. Saleh Dj indang, SH, PengaJitar Dalam Hukum Imlonesia, Cetakan X, 
PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1 983, bal. 1 1  

35 Ibid, ha!. 1 3  
36 Ibid, ha! 1 3  
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Ketentuan-ketentuan tindak pidana suap yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, di mana ketentuan-ketentuan itu dianggap sudah tidak 

sesuai lagi dengan keadaan masyarakat sekarang, karena Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana belum mengatur secara tegas sebagai perbuatan yang dapat 

dipidana. 

Kenyataan menunjukkan bahwa perbuatan suap telah terjadi dalam 

masyarakat dalam pelbagai bentuk dan sifatnya terutama perbuatan suap-menyuap 

dalam bidang olah raga sepak bola di mana hal ini sangat bertentangan dengan 

norma kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi pembinaan 

bangsa pada umumnya dan pembinaan olah raga di Indonesia pada khususnya dan 

oleh karena hal-hal tersebut harus diberantas dan dibuat peraturan baru. 

I �" 
Bermula dari adanya peristiwa-peristiwa penyuapan dalam olah raga sepak · �  

bola yang ramai dibicarakan masyarakat. Pemerintah mengeluarkan peraturan 

baru yang menyangkut peraturan suap yaitu Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 

1 980 tentang tindak pidana suap, disahkan/diundangkan dan mulai berlaku 

tanggal 27 Oktober 1 980, dalam consideransnya menyebutkan bahwa peraturan 

suap menyuap dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, pada 

hakekatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yakni 

membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. 

Bahwa undnag-undang ini boleh dikatakan singkat yang hanya terdiri dari 

6 pasal. Namun bagi hokum pidana Indonesia khususnya tentang suap .nempunyai 

arti yang sangat luas. 
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Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 1 980. disebutkan yang 

dimaksud dengan tindka pidana suap di dalam Undang-Undang inia dalah tindak 

pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindka pidana suap di luar 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. 

Oieh pemerintah hal ini dimaksudkan uritt'.lk penghapusan segala bentuk 

jenis suap dilarang, karena undang-undang ini merupakan perluasan dari pada 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Setelah Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 1 980 tentang Tindak Pidana 

S uap, dimuat dalam LN, Republik Indonesia Tahun 1 980 Nomor 5 8  disahkan dan 

diundangkan di Jakarta tanggal 27 Oktober 1 980, tambahan Lembaran Negara 

Tahun 1 980 Nomor 378, undang-undang ini telah menunjukkan kemapuhannya. 

Buat pertama kalinya undang-undang ini dipakai untuk menyert empat 
tersangka ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung dalam kasus ini 
Hong Gwan alias Ahong, diajukan sebagao terdakwa yang meberikan uang 
suap kepada tertuduh lainnya di dakwa menerima suap yakni Budi Santoso, 
Bujang Nasril dan Moh. Asyik, pemain kesebelasan Jaksa Utama Jakarta, 
1 98237 

Hal ini jelas suatu kosekuensi yuridis, sebab sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku Undang-Undang Nomor 8 Talmn 1 98 1  tentang KUHAP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) di mana dalam Pasal 1 43 ayat 2 

sub b KUHAP ditegaskan bahwa : 

Penuntut umum dalam surat dakwaannya harus memuat uraian secara 
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindka pidana itu dilakukan. Lebih lanjut 
ditegaskan pula dalam pasal 1 43 ayat 3 KUHAP bahwa apabila surat 
dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan dari ayat 2 sub tersebut di atas, 
maka surat dakwaan tersebut adalah batal demi hukum38 

37 Majalah Minggu Tempo Nomor 6 Tahun XIV, 7 April, Op.cit, hal. 66 

38 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 98 1  ), Penerbit Karya Anda, ha!. 63 
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Dari bunyi ketentuan Pasal 1 43 ayat 2 sub b dan ayat. 3 KUHAP tersebut, 

jelaslah bahwa setiap perrnasalahan yang hendak diselesaikan secara hokum 

(pidana) harus mempunyai dasr hokum, agar persalahan tersebut dapat 

dilimpahkan Penuntut Umum kepada Pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan 

secara hokum. Dan dengan demikian maka perm�lahan-permasalahan yang tidak 

mempunyai dasar hokum dan berarti bukan termasuk suatu delik yang dapat 

dipidana seperti halnya pada waktu Undang-Undang Nmor 11 Tahun 1 980 

tentang tindak pidana suap belum diundangkan. 

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa Undnag-Undang N omor 1 1  

Tahun 1 980 tentang Tindak Pidana S uap merupakan ujunmg tombak 

pemberantasan suap dalam dunia persepak bolaan di Indonesia. 

B. Tinjauan K eputusan Pengadilan Dalam K asus Suap Persepak Bolaan di 

Indonesia 

Setelah penulis menguraikan secara p anjang lebar pada bab-bab yang lalu, 

maka penulis ingin sekarang untuk melihat bagaimana pelaksanaan/penerapannya 

di pengadilan yaitu dengan cara meninjau beberapa keputusan pengadilan yang 

akan penulis tanggapi sebagaimana yang tersebut di bawah ini. 

Di sini penulis akan meninjau kasus suap persepak bolaan yang pertama 

kali terjadi di Medan S umatera Utara yang telah mempunyai kekuatan hokum 

yang tetap. Di mana terdakwa I, H. Sarif S iregar, SH dan terdakwa II, Indra 

Alamsyah alias Nyo Tjang Liang terbuh.1:i bersalah dengan menyuap para pemain 

P S MS dan PSSI Sumut dalam pertandingan Pial a  Marah Halim XVI 1 988 dan 

perserikatan. 
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Perlu penulis tambahkan di sini bahwa setelah adanya Undang-Undang 

Nomor 1 1  Tahun 1 980 mengenai tindak pidana suap maka pasal-pasal yang 

mengatur mengenai suap dalam KUHP jarang dipergunakan dalam tuduhan, 

karena pasal tersebut dianggap terlalu sempit dan terbatas yaitu hanya dibatasi 

terhadap Pegawai Negeri saj a. 

Oleh sebab itulah maka penulis dalam menmJau putusan-putusan 

pengadilan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 1 980 yang 

mengatur tentang Tindak Pidana S uap itu . 

. Tanggapan penulis atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

1 1 38/Pid. B/1 988/PN-Mdn tanggal 1 7  April 1 989. 

Sebelum penulis sampai pada pendapat mengenai hal dia tas perlu penulis 

jelaskan bahwa tertuduh dalam perbuatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri, 

tetapi bersama-sama dengan H. Syarif S iregar, SH dan Indra Alamsyah alias Nyo 

Tjeng Liang. 

Dalam perkara tersebut Pengadilan negeri medan telah memutuskan 

mertjatuhkan hukuman kepada terdakwa I dan I I  dengan pidana penjara masing­

masing 1 (satu) tahun dan denda Rp. 3 .000.000,- (tiga juta rupiah)/subsidair 2 

( dua) bulan kurungan. 

Adapun tanggapan penulis atau putusan Pengadilan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Kesimpulan atas pendapat Jaksa, Pengadilan Negeri dan pembela dari 

pemeriksaan H. Syarif Siregar, SH dan Indra Alamsyah alias Nyo Tjeng Liang 

terang dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan. Dalam ha! ini penulis 
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sependapat dari fakta-fakta perbuatan tertuduh, bahwa tertuduh telah' terang dan 

meyakinkan bersalah. 

Jaksa dalam surat tuduhan dan reguisitomya menggolongkan perbuatan 

yang dilakukan tertuduh sebagai perbuatan kejahatan, memberi suap yang 

dilakukan secara bersama-sama (Pasal 2 Undang:ilndang Nomor 1 1  Tahun 1 980 

jo Pasal 55 ( l )  ke 1 KUHPidanajo Pasal 64 ( l )  KUHPidana). 

Pengadilan Negeri Medan dalam vonisnya menyatakan H, Syarif S iregar, 

SH dan Indra Alamsyah alias Nyo Tjeng Liang telah terbukti dengan sah dan 

meyakinkan "bersama-sama memberi suap". 

Setelah mendengar putusan Pengadilan Negeri medan tersebut, kemudian 

terdakwa I dan II  mengajukan permintaan banding ke Pengadil&'1 Tinggi dengan 

isi putusan lebih ringan dari pada putusan Hakim Pertama dengan putusan Nomor 

98/Pid/B/1998/PT.Mdn, tanggal 1 8 desember 1 989 yaitu : 

1 .  Menghukum Terdakwa I dan II dengan pidana penjara masing-masing selama 

l (satu) tahun 

2 .  Menetapkan bahwa para terdakwa tidak perlu menjalankan pidana tersebut, 

kec:uali apabila ada putusan lain dari Hakim . . . . . sebelum lalu tempo 2 (dua) 

tahun melakukan perbuatan yang boleh dihukum 

3 .  Menghukum para terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp. 

3 .000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan 

4 .  Menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelurnnya 

Kemudian para terdahva menolak putusan Pengadilan Tinggi dengan 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung melalui 
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putusannya menolak Permohonan Kasasi para terdakwa ters'ebut dengan putusan 

Nomor l 779/Pid/1 990 tanggal 23 Pebruari 1 993. 

Penulis sepenuhnya sependapat dengan keputusan pengadilan-pengadilan 

tersebut. 
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BAB V 

K ESIMPULAN DAN SARAN 

A. K esimpulan 

Setelah penulis menguraikan panj ang leD'ar masalah "suap" merupakan 

tindak pidana kejahatan dalam persepak bolaan Indonesia menurut Undang-

Undang Nomor 1 1  Tahun 1980, di dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab 

yang terakhir ini penulis akan mencoba menarik beberapa kesimpulan dari 

pembahasan sebelutimya dengan menambah beberapa saran-saran. 

Adapun hal-hal yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut : 

1 .  Bahwa perbuatan suap mempunyai dampak yang kompleks yaitu merugikan 

masyarakat, pemerintah dan melanggar undang-undang 

2. Terciptanya Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 1 980 ini adalah karena 

timbulnya beberapa masalah hukum dalam masyarakat khususnmya mengenai 

pP,rbuatan suap-menyuap yang tidak dapat terjangkau oleh peraturan-peraturan 

yang sudah ada sebelumnya 

3 .  Bahwa Undang-Undar, g  Nomor 1 1  Tahun 1 980 sangat berperan dalam 

menanggulangi suap dalam dunia persepak bolaan di Indonesia 

4. Bahwa masalah suap dalam persepak bolaan Indonesia adalah merupakan 

masalah masyarakat atau masalah nasional, karena dalam hal ini yang 

memberi suap dan menerima suap berhubungan secara langsung tan.pa 

diketahuii o· ·:mg lain sehingga sangat menyulitkan pembuktian 
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5 .  Perbuatan suap-menyuap dalam hal ini bukan hanya dapat memberi akibat 

bagi pihak-pihak yang melakukannya tetapi juga dapat menimbulkman akibat 

bagi masyarakat dan negara 

6. Bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang sal ing berhubungan satu 

dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutufi'annya, sebab dengan hubungan 

tersebut manusia itu akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang 

halal 

7. Bahwa materi p�ngetahuan masalah suap dalam KUHPidana adalah sangat 

terbatas, menunjukkan gambaran adanya penyelesaian yang deskriminatif 

status dari pada si pelaku yang terlibat dalam maslaah suap, merupakan unsur 

yang sangat penting untuk mementukan dapat tidaknya perbuatan suap 

tersebut dapat diproses dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini terbukti 

banyaknya kasus-kasu 

B. Saran 

1 .  Disebabkan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1 945, maka dengan adanya kasus suap­

menyuap dalam persepak bolaan Indonesia yang pada hakekatnya 

bedrtentangan dengan norma kesusilaan dan moral Pancasila. Dan juga telah 

merusak nama baik persepak bolaan Indonesia. Untuk itu penulis harapkan 

agar l . Disebabkan Negara Republik Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan Pancas!k d'an Undang-Undang Dasar 1 945, maka dengan adanya 

kasus suap-menyuap dalam persepak bolaan Indonesia yang pada hakekatnya 
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bedrtentangan dengan norma kesusilaan dan moral Pancasila. Dan juga telah 

merusak nama baik persepak bolaan Indonesia Untuk itu penulis harapkan 

agarlu kiranya ditingkatkan penanganan terhadap kasus ini, dengan 

menuntunkan tim pengawasan ketat khusus di lapangan dari sebelum 

pertandingan berlangsung sampai pertandingairberakhir 

2. Hendaknya penanggulangan masalah tindak pidana suap bukan saJa  

merupakan tugas dari alat negara penegak hukum. Oleh karena itu diharapkan 

bantuan pa.rtisiP.asi masyarakat yang langsung melihat dan mengetahui 

langsung atau tidka langsung atas terjadinya suatu perbuatan suap dalam 

pengaduan kepada aparat penegak hukum 

3 .  Diharapkan agar penegak hukum terutama hakim, di dalam menjatuhkan 

hukuman harus berani menjatuhkan hukuman yang berat terhadap setiap 

pelaku pidana suap, karena perbuatan suap dalam persepak bolaan merusak 

citra persepak bolaan dan sekaligus merusak nama bangsa 

4. Diharapkan 1-;epada pr:merintah untuk membuat suatu ikatan kontrak kerja 

dengan para pemain, dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai, 

karena pada umumnya sebagian besar µara pemain sepak bola tidak 

mempunyai pekerjaan menetap/gaj i  tetap 

5 .  Untuk meningkatkan kesadaran hukum yang tinggi pada para pemain sepak 

bola, wasit dan pimpinan diberikan penyuluhan-penyuluhan hukum 

agarcmereka dapat mengetahui perbuatan-perbuatan suap merupakan tindak 

pidana kejahatan yang berat 
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6. Menempatkan para pelatih, pengurus dan pembina sepak bola di tempat yang 

betul-betul sesuai dengan bakat dan fungsi serta kepandaiannya sehingga 

mencapai prestasi yang tinggi dari kejahatan tanpa mengharapkan nilai-nilai 

yang negatif dan lainnya dari jabatan tersebut hingga mereka sadar bahwa 

tugas yang diserahkan kepadanya adalah tutas untuk kepentingan rakyat, 

bangsa dan negara 
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